KEPUTUSAN MENTERY NEGARA AGRARTA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASICINAT,

NOMOR : 63/HPL/BPN/94
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TENTANG

FENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA
OTORITA PENGEMBANGAM DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM. ATAS TANAt+H DI KOTAMADYA BATAM

Membaca

Meninbang

.
-

MENTERI NEGARA AGRARTIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOMAL.

Surat permohonan dari Kepala Sa:uan Pelak-
sana Otorita Pengembangan Daerat Industri
Pulau Batam tertanggal 17 Nopenber 1993
Nomor B/S3/KA/XI1/.993. beserta surect-surat
vanag berhubungan dz2ngan itu.

a.

bahwa dengan K2putusan Menteri Delam Ne-
geri tanagal 1% Pebruari 1977 Nomor 43
tahun 1977, kedada Otorita Penaembanaan
Daerah Industri Pulau Batam telah diberi-
kan Hak Pengeloslaan atas selirulh areal
tanah yvang terletak di Pulau Batam,
dengan ketentuan bahwa Hak Pengelolaan
tersebut baru dapat didaftarkan setelah
syarat-syarat dalam Keputusai tersebut
dipenuhi.

bahwa untuk pelaksanaan pendafi:aran seba-
aian dari Hak fengelolaan selias 438,660
M2 (empet ratu: tiga puluh de.amvan ribu
enam ratus enamn puluh rupiah), terletak
di Desa Batu .Aji Pulau Buluh, Xecamatan
Batam Barat, Kotamadya Batam, Propzinsi
Riau, sebagaimana diuraikan delam Gambar
Situasi tanggal 18 April 1994 Nomcr
264/1994 perlu diterbitkan Surat Keputus-
an Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pengelo-
laan secara par:ial.

bahwa lerdasarkan Constatering Rapnport
tanggal 20 Ap:ril 1994 Nomor .68/CR/BTM/
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AL S e K

Mengingat

10.

11.

12.

13,

1994 dan Surat Keterangan Kepala Desa
Pulau Buluh tanggal 4 April 1994 Nomor
04/594/1V/1994 -anah yvang dimolion berasal
dari pemnbebasar tanah-tanah mnasyvarakat,
vyang sampai saa: ini tanah dimaksud bebas
dari garapan dan tidak diduduk.il pendudux.

bahwa tanah tersebut akan dipergunakan
untuk Kawasan Pengembangan Dae:rah Indus-
tri Pulau Batam {(OPDIPB)}.

Undang-undang .Nomor 5 tahun 1960 (Lem-
baran Negara tahun 1960 nomor 104, Tamba-
han Lembaran Negara nomor 2406 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tabun 1951
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1961 nomor 28} ;

Keputusan Presiden Nomor 26 tahur 1988;
Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1993:

Peraturan Menteri Aagraria Nomor 1 tahin
1966

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6
tahun 1972:

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor S
tahun 1973;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5
tahun 1974.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1975;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1977;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1987.

Peraturen Kepala Badan Pertanihar Nasio-
nal Nomor 2 tahin 1992.

Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993.
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Memnerhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota-

MENLTAPKAN

PERT'AMA

madva Batam tanagal 30 April 1¢94
Noxnor 198,/560.1/94.

2. Surat Kepala kantor Wilavah EBacan
Pertanahan Nasional Prosirsi Riau
tanggal ¢ Mei 1994 Nowor 20/560/
1934.

M EM UT U S K AN

Memberikan izin kepada Otorita F'engembancan
Daerah Industri Pulau Batam un“uk mendaf-
tarkan secara partial, Hak Pengelolaan atas
tanah seluas 438.660 M2 (empat ratur tiga
puluh delapan enzm raturs enam puluh =—ibu
perseqgi), terletak di Desa Bati A-i Pilan
Buluh, Kecamatan Batam Barat, Kotamadva
Batam, Propinsi Riau, vang diuraikan dalam
Gambar Situasi tanggal 18 April 1994 Nomor
264/1992, dengan ketentuan dan syarat-svarat
sebagaimana tersebut di bawah ini

a. Secala akibat, biava, unturag dan rugi
vang tirbul karena pemberian Fak Pencalo-
laan tersebut menjadi tangzuna jawab
sepenuhnva dari Penerima Hak.

b. Penerima Hak wuntuk izin pendaftaran Hak
Pengelolaan ini diharuskan membavar biava
administrasi kepada Negara cebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk
pelaksanaan Llandreform sebegar RD.
50.000,- {lima puluh ribu rupiah).

c. Biaya seperti tersebut pada hiruf "b" di
atas harus disetorkan langsung clzh
Penerima Hak melalul Bank Pemerintalh ke
dalam rekeninj Kas Negara "B" dengan
Nomor Kode (0412 atau paca Kantor
Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalam rekening
Kas Negara "C" dengan Nomor <ode 0412,
atas Mata Ancgaran Pendapatan Badan
Pertananan Nasional (M.A. 09.27.0545),
dan harus dilunaskan paling lamba: dalam



waktu 6 (enam} bulan terhitung sejak
tanggal Xeputusan ini.

KEDU:AL :+ Tanah ters=but harus diberi tanda bstas se-
suai dengar. kKetentuan sebagaimana cimaksud
dalam Peraturan Menter¥i Agraria MNomor 8
tahun 1961.

KETIGA

.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa se>-
tifikat, Hak Pengelolaan tersedut harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat,
selambat-lambatnyxa dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah d:rlunaskannva pembavaran
dimaksud dalam diktum Pertama huruf "b" di
atas dan membavar biava pendaftaran menurat
ketentuan vang berlaku.

FEEMPAT : Penerima Hak dalam menyerahkan bagian-baaian
dari Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak
ketiga diwajibkan untuk memenuhi/:unduk pala
ketentuan-ketentuan Peraturan Mer.zeri Dalam
Negeri Nomor 1 tahun 1977.

FELIAA : Tanah vang dipergunakan untug prasarana
lingkungan, utilitas umum dan fasilitas
sosial lainnva harus diserahkan/dilepnaskan
kepada Pemerintah Kotamadva Batar di Seku-
pand.

Nengan Catatan :
apabila dikemudian hari ternvata terdapat <ekeliruan/

kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditin-
jau <embali sebagaimana mestinvya.

Ditetapkan di : Jakarte
Pada tanggal : 21 Septemberl1994

MENTERI NEGARA AGR2RTA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Ir. SONTI HARSONO
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